:saiaz den@aﬁ v}azzg mawya Norma hukum hanya!ah :
snﬁm aspek E\Ei'teﬁiﬂ dan nerma kehadupan'- S

?emﬁahﬂ uzn

‘ikMasyarakat . sebagal _kehldupan bers&ma manus;a adalah sangat' -
-kompleks.- Masyarakat tentunya merupakan suan; kesatuan detapidalam
kesatuan. itu. terdapat: i e‘:rbagax ‘macam’ pandangan h,ubungan -dan
kewentlngaﬁ Oieh karen& 1tu dawat dxkatakan bahwa:setiap masyarakat.ber-
sifat majemuk dalam suatu kesatnan, yang batas-batasnya sangat relatif sekali.
Salah satu kriteria untuk menentukan baias-batas=-..dari____suatu.;m@_syar_algat_
adalah kesadaran dari anggota masyarakat vang bersangkutan, bahwa dirinya
adalah sebagai bagian dari masyarakat yang bersangkutan. Akibat situasi yang
demakian ini;smaka ”hukum” ‘dalam suatu masyarakat.bersifat majemuk:
Menurut - Griffiths, kemajemukan:“hukum”  merupakan: (Griffiths . 1986:
e el M b an-atrbuteiofisocial field-and-not:oflaw . or of a 'legal
ssy§tem?s A descriptive theory: of legal phiralismdeals with the
fact-that within-any.given field, *law’ of various provenance may
-+be operativelst is.when In.a sccial-field:more than one source of
‘law’ more than one ‘legaliorder” :is:ebservabie, thar the social
order or of that fizld can be said to exhibit legal pluralism.”

Hal itu 'dak berart' bahwa ”hi_i_k_um’{ terlepas dari kebi.ciayaan‘
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. _pendukung kebudayaa.n ‘yang-bersangkutan. Namun demikian pengertian .

“tentang hukum itu sendiri dapat d _Umuskan dan berbagzu sudut pandang
" Hal initerjadi karena “hukum” sebagai suatu, hcnsep berisikan suatu kate-
-goridari gegala yang diseleksi menurut Kriteria tertentu: Walaupun demzklan
kategori itu sendiri bukan gejala (Pospisil 1971 : hlm. 19;:Hobel: 1964, him.
19). Oleh karena itu pembenaran dari suatu konsep (yans dalam hal ini

”hukum”) tzdak berada dilear pemikiran manusia , teiapiidalam nilainya

lisa dan memahaml ge;ala sosxal yano ada (Pospisxi

1akan umnk menyeleks: gejala secaa} yang ada,
kan pada subyektxfxias seseorang. Karéna'gejala sosxal
rbatas'dan’ sangat kompleks; maka Lekuatan konsep
mbarkan tealitas Sosial menjadi terbatas. Dalam hal
apat’ dxpandang sebagat residudari realitas yang
an dan anahsa dari realitas’ dar; sudut terlentu -
tu, dalam kesempatan ini sdya akan m@mbahas
idut a;aran tentang keputusan yang dikernukakan
.. Pospisil. Pilihan yang. d}jatuhkan pada pandangan
ecara kebetuian. Pilihan inididasarkan pada suatu
h yang saya ketahui, pandangan B. ter Haar Bzn
: sidang hukum adat. Sedangkan pandangan L. Pospisil
ikatakan sejalan dengan pandangan ter Haar Bzn, yang kini juga mem-
punyai pengaruh yang cukup besar di bidang antropologi hukom, .

Untuk memperoleh gambaran yang memadai mengenai pandangan ke-
duz beliau tersebut diatas, dalam bahasan yang disajikan akan diawali sedikit
uraian tentang pandangan kedua beliau. Selanjutnya dikemukakan kritik ter-
hadap pandangan tersebut. Akhirnya dibahas mengenai batas-batas penggu-
nakan pengert;an hukum yang d:mukakan kedua behan tersebut

Agaran B ter Haar 32!1

‘Pada tahun 1937, B. ter Haar Bzn. dalam pzdato pengukuhannya sebagai
Guru Besar di Batavia (Jakarta); memberikan batasan hukum, vang dalam
hal ini- adalah hukum adat, sebagai (ter Haar Bzn. 1937 : him. 4). i

(...} :geheel van regelen , dat in de gezaghebbende beslissingen
~.-is bepaald en in de vitvoering daarvan verwerkeljk "zonder meer”,
- dat wil zeggen zonder dat-daarbij komt (van den anderen kant)
. een geheel van regelen , dat bij zijn geboorte voor de toekomst
volstrekt bindend is verklaard ” S

. terjemahan -
“(...) seluruh ketemtuan, yang ditetapkan dalam keputusan-
ke:miusan meamesane wawenane dan lancaing diiedilan muatg do



T A

”Dem:klankah daiam huku“n adat‘ya" gimr]a?{u dxkepal sebaga; 1)
"5-:kepmusan yang diambil didalam afan diluar fngketa ‘oleh'para
“ fungsionaris saf ‘dari’ kefompok (para’ pemlmpsn, “hakim, rapats
' 'rapaz desa; para wah ‘tanahy pejabat dgama ‘dan desa} langsinz
berdasar%can ikaran’ stru%«:tural dan nilai-pila masyarakat aaiam_
"ﬁkaltannya satu eama Iam dan suatu batasan Eersama -

: erdasarkan ntsk tolak yang demlkian it maka norma horma’ SOSIaj'
baru* mempemleh ‘Sitats sebagal norma’ hukum apabxia telah diambil dala.m
kepuiusan para fungsmnans hkum™ yang berwenang {ibid. Hlm; 11y Se!ama‘
normainorma sosial tersebit belim dikukuhkan melalui bentuk keputusan
maka tidak dipandang sebagai norma hukum. Hali ini juga’ berlaku terhadap’
setlap tindakén dan hubungan da}am masyarakai {Ebid him. 6) /
“Berkaitant denoan masalah ‘ikatan-ikatan strukmral (structureefe'
bmdmgan) dan-nilai-nilai { Waardea), Ter Haar: memg&ersoaikan perubahan
masyarakai. Beliat mengakui’ bahwa masyaraka‘t meng$Mi g}erubahaﬂ baik
karéna pengaruh dari dalam maupun dariluar masyarakat vang bersangkui—
an (ibid “him. 7). Perubahan masyarakat i mempunyaj pengamh terhadap
Repuwsan yang telah ada. Untu%c itn TerHaar membenkan pa_ndangan sebagai
berikut. ‘Pertama, keputusan yang diambil kemudzan ‘cleh hakim dapat
menyimpang dan yang terdahulu. Kedua “hakim’ hams kritis dalam’ meng—"
amati’ keputusan vang terdahulu dan’ latar beiakangnya {ibid. him. T
Pengertlan terhadap kedua hai ‘{ersebut dlatas merupakam satu kesatuan :

A\garai& L Posgnsﬂ

Harmpirsama denean pandangan Ter Haar adalah’ pazzdangan L. Pospisil.
Beliau berangkat dam titik tolak bahwa hukum sebagai penentu analisis dan
seoritis adalah siatn’ konsen vane mencakup suatu katesori fenomena: vang
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dlselek51 sesuai dengan kriteria penentu (Pospisil. 1571.::him; 19). Bagi POSplSﬁ
inti;dari. konsep hukum adalah pengendahan sos:al -vang terinstitusionalisasi
(ibid. hlm. 20). - :
e Dengan mengutip pandangan Llewellyn dan Hoebel, Pospisil mengemus .

kakan mamfestas; fenomena hukum dalam tiga beniuk. Pertama, aturan- '
aturan ‘abstrak yang terdapat - dalam bentuk kodifikasi hukum pada
_ masyarakat yangiciah mengenal tulisan atau pengetabuan yang bersifat ideal.
dalam .pikiran para individu pada. masyarakat.yang. udak mengenal tulisan,’
.--sebagal.f pola-pola ‘tingkah laku.. a}ciuai :dari. para- anggota suatn
sebagal prms;p prmszp -yang -diabstraksikan dari
Al k_epuusan hukLm yang bﬂrwenang untuk meayelesmkan sengketa
'dalam celompoknya {1b1ci him. 15} e ot

Walaupun beliau mengakm pentmgny& ketlga benwk tersei}ut diatag

untuk penelitian pengendalian sosial yang terinstitusionalisasi, tetapi istilah
“hukum” tidak dapat diterapkan pada semuanvya itu akan berkaitan sebagai
kehamsan denoan pengendahan 5051a1 {ibid, h}m 20).

abstrak melulu berdasarkan miamya sebageu alat analisa. Bag; behau jika
aturan aturan yang dirumuskan secara.abstrak diterima sebagai manifestasi
huhum maka -akan  terdapat .sejumlah. masyarakar tanpa hukum, vaitu
masyarakat yang tidak mempunyai sistem. aturan-aturan abstrak (ibid. him.
23). Sebaliknya untuk masyarakat yang telah memiliki aturan-aturan abstrak,
konsepsi. inipun. tidak .dapai dlpertahankan Hal.ini disebabkan terdapat
fenomena varig t;dak mengalankan pengendahan sosial, tetapi beberapa tingkat
menmkai melalui paksaan menjadi tidak dapat dxsebut hukum, karena
fenomena ini, ndak mempunyai bentuk dari pengendalian sos1ai yang ter-
msnms;onahsas; (1b1d him. 24), . .
~ Alasan lain yang d]kemukai{an Pospxsll ur:tuk menolak konsepsx ini ada-
lah bahwa suatu studi aturan-aturan absirak itu sendiri hanya akan meng-
ungkapkan sedikit kenvataan tentang pengendalian sosial dalam kelompok
masyarakat (ibid. him. 27). Disamping itu juga, aturan-aturan absirak ini
tu:iak dapai men 3alankan pengendalian sosial yang sebenarnva karena secara
relanf hanya diketahui oleh sedikit orang, dalam masyarakat; oleh karena itu,
kurang menjangkau aspek ungkah laku (ibid. him.28, 37). .
o Mengenax konsepsz hukum yang d;pahamx sebagai prinsip-prinsip yang
drabstmks;kan dari tingkah laku aktual, ditolak. oleh beliau. Alasan vang di-
Zcemuka;«:an belian adalah, tmgkah Iaku amuai dari berbagai orang adalah
berbacal maca, Untuk menyatakan hukum sebagai rata-rata tingkah laku
akan menjacil sia-sia, karena para anggota masyarakat tidak menyadari rata-
rata. Selanjutnya, tingkah laku aktual dari seluruh anggota suatu kelompok
sosial kekurangan atribut ideat, yang begitu penting daiam membuat orang
patuh, dan sangat mendasar untuk konsep hukum. jika hukom diidentifika-
sikan dengan noia~poia tingkah laku, konsep hu?um menjadi sepenuhnya
tanpa arti dan berlebiban. Akhirnya, beliau menyatakan bahwa hukum serine.
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_berbeda denwan tmgkah 1aku aktuai (1b1d hlm 300 LR _

Posplsﬂ memahami itk sebaga1 apa yang sesungguhnya oieh hakim -
dlputuskan karena ‘hukum  mewujudkan dirinya - dalam bentuk suatn’
keputusan yang diterapkan oleh suatu otoritas hukum, dengan mana’suaty -
sengketa diselesaikan (ibid. him, 28, 37, Pernyataan ini memberikan crambaran o
hahwa Poswsxi memahami: hukum melaluz Rasus kasns Bagmya bahan—bahan o
Kasy memungkinkan’ Lntuk analiti sifar perubahan hukt,m dan diRa’é an’.
‘dengan‘strokiur kemasyarakatan; dapal miembawa dirinya pada konsep per.
:zngkatan huikim (Iegaf Ievel} dan pada; pengai{uan akan kemajemul\an 5i :
; hikumidalam suatu masyarakai terteniu (Ii:nd hlm '34). Bagi Posp
Sstudikasys nierupakan seiidi-hikum s FU=EatL ) -
A lasan ‘bahwa :,mdx kasus merupakan saru satunya'yang ‘benz‘u adalah
(Ebld hlmi 34 35) S B :

Fity honsep hukum men;adl u:}lversai menmdakan anggapan masyarakat
{'anpd hukum-':'_ ok HE il i Pr

Reputusan huI«:um dipubhkamkan secara’ Iuas sehmgga menﬁdl hz,ntuﬁ,
:pengendahan sosla* jang eff,knf karena 1ketahm @emua orang,

"'i«epuzusan hu!{um bukanlah aturan mau '_ 4

keputusan hukum merupakan pemya{aan posmf daiam bahasa yang
= dapat dimefigerti dan’ definitif; -

Do ktpU[USdﬂ hitkiim adalah tzdak keimggqlan 3aman aLas.a usana mencer-
e -mmkan perubahan hukum seuap saat -

6. '--kepumsan hukum mencermmkan kebﬁdayaan dan kehldupan_ saat mi Gan
'-merupakan baglan yang sesunfrguhnya cian masyarakat '

7.% melalui gagasan preseden hukum, prinsip- prinsip yang termuat dalam ke
B putusan hukaimenjads ideal ; bukan hanyauntuk orang hebanyakan

“ietapijuga untukq penguasa Itu sendm sehmoga membenkan kesadaran_
_“umum dan umuk kesmambunﬁan dan kepastiaﬂ hukum e :

Suatn kepumsan baru memptnyai nilai’ sebagm hukum apablla ‘memiliki
atribus- ambui tertentu. “Atribut-atribut yang' meneniukan suatu keputusan
adalah hukz_m yaitu': kembawaan (authontv), tujuan untuk penerapan secara
universal, obligatio, dan'sanksi. TDengan demikian-maksa hukum ditentukan

oleh'suatu pola dari‘atribut-atribue, yang keseiuruhannya harus ada secaia
beréampmgaﬂ dalam- suatu’ gqai'z sosial (ibid. him. 43}, '

" Pospisil telah ménentukan pilihannnya dalam rangka’ memaharm hu;{um
Hatukimembenarkan nilihannva Balist rsnoanikaliam eal o b it wimame .
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. Persoalannya adalah, sejauh mana kebenaran dari tujuh alasan yang behau_-_ -
;benkan daiam kaltannya dengan 31fat ‘masyarakat. -

: : Apa yang telah dlkemukakan oleh Ter Haax mengundang kntik dan .

"hukum atau dan kaca mata hukum sebagax norma hukum. Gleh karena ﬁu
huk_um vang berlaku adalah semua hal yang berasal dari kenyataan hukum
{Holleman 1938 : hlm. 430).

- Kenyataan bukum, yang sekaligus merupakan juga aturan-aturan hukum,
dapat diketahui dengan selalu bertanya bagaimana kehidupan penduduk pri-
bumi sehari-hari berlangsung. Pertanyaan ini tidak hanva ditujukan kepada
paia, pemimpin. masyarakat, para orang-orang tua gtau ahli-ahli terkemuka,
{etapt kepada setiap orang, vang kemudian dinii apakah cocok dengan kenya-
taan sesungguhnya (loc.cit). Bagi Holleman, norma-norma hukum adalah
norma-norma kehidupan (adat) yang mempunyai sanksi dan pepaatannya
dapat dipaksakan (ibid. hlm. 341). Oleh karena itu, maka untuk dapat
memahami nilai suatu keputusan, pertama-tama orang harus memahami nilai
suaiu persehsthan dan penyelesaiannya dalam suatu suasana pnbumx yang
murni(ibid. him. 432).

. Suasana pribumi yang murni adalah suasana pedesaan, yang di tempat
itu pemimpin masyarakat menegakkan hukum (loc.cit.). Dalam suasana
seperti ini, kepentingan vang ada tidak sekedar kepentingan pribadi dari vang
bersangkutan, tetapi lebih dari itu yaitu menyangkut kepentingan kelompok.
Gleh karena itu, perselisihan yang terjadi tidak sekadar perselisihan antar
individu, tetapi perselisiban antar kelompok (ibid. hlm. 432,433). Mengingat
kedudukan pemimpin masyarakat hampir tidak terpisahkan dalam kelompok
vang ada daiam masyarakaz yang bersangkutan, maka dalam perselisthan yang
ada. kedudukan pemimpin masyarakat tidak berada diluar dan diatas para
pihak vang bersengketa Akibatnya, penyelesaian sengketa yang diputuskan
oleh pemimpin masyarakat adalah pemuhhan keadaan untuk mempemieh
tatanan vyan baru dan damai (ibid. him. 433). . : :

.. Berdasarkan pemahamannya akan situasi .yang demikian itu, bagi
Holleman keputusan masih bersifat problematik, karena keputusan selalu
terkait dengan situasi vang konkrit, Keputusan itu tidak mungkin dipandang
spbagax bahan bangunan utama dari hukum (adat) yang berlaku dan ridak
memberikan pegangan bagi para hakim (ibid. hlm. 434, 435).

.. Perbedaan pendapat antara Ter. Haar dan Holleman mengundang per-
hatian. M.M. Dioiodizoeno. untuk membahas masalah . ini walaupun
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Perbedaaﬂ diantara %zcdua ahh hukum tersebut terletak pada pemahaman apaﬁ
yarag d;sebui huk_um Ter Haar memandang hukum dam sudut bantuk {yaztu

alasan: sebégal pembcnai pandaﬁgannya maka lain. halnya dengan apa yanef'- o

dxkemu!’akan oleh Pospisil. Berkenaan dengan hal fersebut, marilabikita coba-
unth chlh memperh&tlk_cﬁtn alasan pembenar yang diberikan Pospisil.

] ak g Jumlah anggotanya tidak banyek dan satu_
i vang d;kemukakan Pospzsﬂ dapat dtbenar-'_"

mengetdhm suatu kenutusan ya.ng ada terhadap suatu persoahﬁ Blla c%em}«» 3
kian halnya rﬁ"’ka’ snuasz '=semacam mx akan ber pengaruh terhadap aiasan f
ke tlg‘l dan ke Lujuh Bagt orang—orang yano tldak me'lcrei:ahm putusan yang’_'
bersaﬂglzutan pulusan itutidak memamkan peianan pengcndahaﬂ sosial dan |
tidak memberikan kesadaras umum. Di pthak lain, bisa™ saja terjadl pada
kasus-kasus tertentu bagian terbesar warga masyarakat mengentahii’
keputusan:yang ada, tetapi-apakah hal ini menjamin bahwa putusan itu men-
jadiaturan-veng tidak mati dan memberikan kesadaran umum untuk kesi-
nambungan.dan-kepastian hukum. Khusus untuk alasan yang keempat, dalam
konteks suatumasyarakat yvang sudah kompleks, menimbulkan pertanyaan’
benarkah-keputusan hukum tersusun dalam bahasa yang dapat dimengerti
{oleh:semua orang).. Derajat kompleksitas suatu masyarakat akan mengaki-
bai penggunaan bahasa. Hal ini-berarii, semakin kompleks suatn masyarakat,
semakin berkembang bahasa vang dipergunakan oleh para anggota masya- .
rakat yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan spesialisasi vang.
terdapat dalam masyarakar tersebut, Bila demikian halnya, maka bahasa yang
dlpergunakan daiam ntpumsan hukum akan semakm rnengarah Erepada_.
keketatan cialam zangiia memperoleh ketepatan pejgemaﬂ vang. d;maksud.
ieh ix.epmuban hukum yang ada. Aklbatnya bagi para plhak vamg tidak ter-
,!1‘0'1& atau t:dak termasuk daiam xmckup penggunaan bahasa yang d;pefnu—'f
nakan dalam L.eputusan hukum yang bersangkutan ‘akan mengalaml kesulitan
dalam memahami apa yang dimaksud oleh hakzm daia 'thusaﬂ yang_f
bersangkutan. '
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= Dalam kaitan dengan. kedudukan keputusan hukum. sebagai tonggak =
utamu dalam. pemahaman hinkum,:1.F.. Holleman memberikan komentari.
§ Behaa menoakuz bahwa kasus-kasus sengketa (trouble-casss) sangat penting:
- sebagai sumber fakta sosial, Kasus-kasus sengketa.ini sering menimbulkan,
penanyaan pertanyaan untuk mengetahu: lebil mendalam mengenai kenya-.
taan sosial, vangnungkin. tidak terpikirkan oleh peneliti ketika mernbuat, -
kasus-kasus hipotetis. (Holleman 1986 : hlm. 116}, Walaupun demikian, bagl
bei;au kasus kasns, sengkeia tetap menggambarkan thanya -sebagian kecil
i«:enyataan sosxal yang, ‘ada (ibid..him. 118). Apapun, kebaikan -kasus-kasug-
sengketa ini, kasus ini bukanlah penuntun yang paling tepat diandalkan untuk.

-pengmuan norma-norma tertentu dari hukum substantif dan yang hidupdalam - -

suatu masyarakat (1bad hlm.: 1’5’1} Aiasan aiasan yancr behau kemukakan
'“da!ah ber;kui cil bawah ini. T R A : :

a kebanyakan keglatan yang dllakukan Orang untuk memem_hl'
ann)}a meialux cara-caa menghindari sengketa sengketa bukum {vang
lx_udak dxwujudhan dengan kepuiusan fungsaonarls hukum sebagai-
mana yang dlkemukan Ter Haar), Kedua, banyak ciar; transaks; transakm;
hukum vang penung sermg dliakukan dihadapan 1 penouasa setempat, kepala
keluarga atau orang Orang yang bekepenungan iaimya yang dalam posisi
untuk mengawasx peiaksanaannya Praktek semacam ini bui{anlah semata-
mata persoalan kesaksmﬁ zetapl sebagai bentui\ yang dadukuag atau dibuk-
ukan secara sah darx ketaatan hukum (attested or supportea’ forms/gesteunde .
naievmg) dan bentuk peneoakan hukum secara prevemxf (preventive law.
care/prevennve fechrzorg), yang bertu;uan untuk peniadaan ketldakpasnan'_
hukum dan menghmdarl sedapai mungkm sengkezd dzkemucﬁan hari (lbld
hlm. 116 1]7) o

Menuruz J. F Holleman, pemahaman terhadap kasus-kasus diluar seng-
keta (rrouble <less cases)-dari praktek schari-hari biasanya memberikan
kerangka acuan-untuk-ukuran peniiaian-terhadap kasus-kasus sengketa. Per-
hatian yang memadaiterhadap kasus-kasus diluar sengketa (vangtidak selalu-
memperoleh:bentuk keputusan hukum dari fungsionaris hukum) memberi-
kan'pedomanidan petunjuk-petunjuk khusus untuk memahami kasus-kasus
sengketa lebili mendalam | Pendekatan semacam ini dikenal sebagai extended
case-method,-yang dapat’ mengambarkan mata rantai interaksi sosial ; yang
berkesmamburxgdn (ibid.‘him. 117, 118). :

Hubuﬂnan antara kasus kasus diluar sengketa dan kasus-kasus sengketa
bersﬂ‘at searah Artinya, kasus diluar sengkets menjadl penilai terhadap kasus-
kasus sengketa daripada sebal_l_knya (ibid.122). Akhirnya untuk menemukan
keteréturan y'ang muncul secara langsung dan baru dari tindakan vang dite-
rima umum, sebagal bukti perkembangan hukum secara internal, kasus-kasus
dilnar sengketa dan praktek—praktek menghmdan sengketa harus termasuk
dalam fokus perhatian (ibid. 126).
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'. Bam&baiag genggtmsa _

“Suatu studi empms tentang gega!a soszai sesungguhnya dan semula teiah ._: o

: beran_lak dari konsepsi tertentu tentang kei’udupan sosial. Oleh karena itu studi
o empzrls tentang kehxdupan 365ial ferzantung pada asumsi-asumsi utama.ter-

' tentu tentang manusia dan masyarakat perasaan terientu tentang hubungan '
antar, mannsxa.(Goulciner 1970 ~him, _28 ) :Asumm asums; ini: tertanam dalam

_ ﬂmu telah dzkonseptuainsasn {S yer, 1984 him 51

Setlap teom atau pandangan merupakan hasil proses sejarah_ : Pemben-
tukan suatu teori atau pendangan melalui proses 1nterak51 baik dengan sesama

"_“_ra_,g barutl :sa mempunym persepéi Akzbamya data RE

kolega- atau kawan-kawan, guna menguji teori atau pandangan yang dimiliki

seseorang, maupun dengan para informan sewaktu dia melakukan penehuan

Dengan demikian suatu teori atau pandangan telah mem:hka derajat'inter-

subyektxf 2.Qleh karena itu sesungguhnya suatu teori atau_ pandangan ada- -
lak- sekelompok orang, hanya saja s:pengungkap teon'memperoieh nama
(Gouldner 1970 him. “46), sehmgga dla sebagal penanggung Jawab terhadap
apa yang telah ia kemukakan

Walaupun suatu teori atau pandangan memlizka Xadar mtersubyeknf
tidak berarti bahwa pemaham 'erhadap realitas sosaal secara tuntas ferca-
pai. Ketldakmungkman untuk mencapai pemahaman realitas sosial secara -
tuntas adalah akibat masyarakat sebagai suatu sistem, merupakan sisiem yang
terbuka. Keterbukaan ‘dari sistem sosial’ membuat setzap orang dapat meng-
artikan kondisi dan pernyataan yang sama ‘dalam cara vang berbeda (Sayer
1984 : him. 113) sehingga hasil pemahaman yang dicapai dapat berbeda, Oleh
Karena itl setiap penggambaran tentang reahtas sos:ai merupa‘kan penafsaran
darrhanya'sebagian téalitas somaimerupakan penafsxran dari hanya sebagian
realitas sosial {(Bohannan 1969:him. 407) . Beranjak dari pemahaman sema-
cam ini maka kebenaran suatu teori atau pandangan pada tmgkat gagasan
tidak lebih daripada masalah kesepakatan (Sayer 1984 : hlm. 65). Pada tingkat’
prakiek yang memadai, kebenaran 1e0ri’ atau pendangan tergantung pada

koriteks: (Imd R, 66)sedangkan realitas sosial yang sejan tetap sebagai
misteri (Bohannan 1969 : hlm. 407).

Apabila pendirian tersebut diterapkan pada pandangan Ter Haar dan
pospzszi ‘maka dalam batas batas tertentn pandangan para beliau tersebut’
tetap ‘memiliki kebenaran. Daiam suatu masyarakat yang memihkz derajat
homogemtas yang cukup tinggi- dalam arti pendangan 'mdup yang dimiliki
para’ warganegaranya, serta satu sama lain sahng mengenal (dan berarti
menyaratkan bahwa jumlah anggota masyarakat yang bersangkutan relasif
tidak banyak), dan masyarakat tersebut memiliki rasa_kebersamaan dan.
kesatuan yang cukup kuat’ maka aja.ra 'tentang keputusan dapat dzberlaku-':
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cakup hal-hal yang telah memperoleh keputusan baik didalam: maupun dlluar
'sengketa .

] ebudayaari merupakan (Koenﬁarammgrat 1974 hlm AG)
& K‘ﬂs&&uwhan gagasan dan karya manusia; vang harus dzblasakan éengan__
; ‘keselurubian daﬂ ha511 budl dan karya%ya ltu”

Tstilah’ miersubyeknf dlpergunakan uatuk ietap me;zgakm subyex{t;fxtas e
- sese@rang : _ o

NN, \_,_:_?AUL ':.1969 thnographv and Ccmpanson m Lega]
. Amropa;ogy dalam Laura Nadf:r {ed. }, I_aw in.culture and Society..
' Chlcago Aldine Pubhshmg Co. hlm éi()l 418

A/ .be Commg Crm of_ﬁif;é#t_ém So«_:_zi‘qjggg,'
ork Baszc Book Inc P, /

) 'm Wetensébap, Practzjken Ona‘erwgks Gromngen Baravza J B ,
Wolzer : 0N o

HOLLEMAN 1938 Mr B Ier Haar an 5 Rede ”Hef Adat~przvaaaecht
__van Nederl&ndsch Indze in wereﬂschap, Pfach en. Cnderwijks”,.
e _da}am Hez‘ Iud;sch szd chrift van het}?ec}zt deel 1-5%7_ aﬁ..s._ him,

428440, - o S

HQ? LEMAN I F 1986 Troub!e cases s and Tmubie— Iess cases in ihe Study,
. of Cusmmary Law and Lega! Reform, dalam ; Keebet von Benda--

Eeckmann ami Fans Smjbosch {eds.}), Ammpo]agy of Law in the

o Nede:]ands _Essays. on Lega! PIuraLrsm Dodrecm, Ferzs Pabhc&;
. tion him, 210131 ' _ o

KOENTJARANINGRAT 1974 Kebudayaan Menrabz‘er dan Pemb&ngunan

]:&L‘nrfg D::mm-;—is P L
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